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PEMERINTAH EABUPATEN PESISIR SELATAN

? KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

J1. Kampung Tengah-Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan
KodePos : 2567 1 email:kec. rahultapani@gmail.com

Pasar Beriang, 7 Februan 2022

Kepada
900/23 /CRAH-2022 Yth. Kepala DPMDPP&KB
- 5 [Lima) Berkas Kabupaten Pesisir
Pengantar APB Tahun Selatan
Anggaran 2022.
di
Painan

Sehubungan dengan pengajuan rancangan Peraturan Nagari
ng APB Nagari tahun 2022, maka telah keluar hasil evaluasi tim
mmatan melalui Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan.
Sehubungan dengan hal diatas, bersama ini kami sampaikan
peda bapak hal sebagai berikut :

Hasil evaluasi sudah ditindaklanjuti dan sudah melampirkan berkas
sesuai dengan arahan tim evaluasi Kecamatan;
Sesual Point 1 diatas, maka dengan ini kami sampaikan kepada
Bapak peraturan tentang APB Nagari :
1. Nagari Limau Purut Tapan
2. Nagari Binjai Tapan
3. Nagari Sungai Pinang Tapan
(&) Nagari Kubu Tapan

3. Nagari Simpang Gunung Tapan

- Demikian kami sampaikan atas perhatian Bapak diucapkan terima

STP. MA
HBAF0 200112 1 001
st Pesisir Selatan (Sebagai Laporan) di Painan

mur Daerah (Sebagai Laporan) di Painan




PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

J1. Kampung Tengah-Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan
KodeFos : 25671 email:kec. rahultapan@gmail. com

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
Nomor : 900 ”zl [/ Kpts/CRAH-2022

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN
BAHAN ATAS EVALUASI AWAL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

: SuthaHNIgaﬂKuhuTapanK:ﬂamﬂEmRanahhmptkHulu
Tapan Nomor : 900/2 /WN.KT-2022 tanggal 3 Februari 2022
Perubahan Kedua atas Surat Wali Nagari Kubu Tapan Kecamatan
Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor - 900/41/WN.KT-2021 tangeal
14 Desember Perihal Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nagari Tahun Anggaran 2022; '

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Point
a, dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, RKP Desa
dapat diubah dalam hal terjadi peristiwa khusus;

2. Bahwa untuk melaksanskan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Point

a, ayat (2} dan ayat( 4)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,
Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan APE Desa;

3. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2)

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan Nagari, perlu

menctapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang
hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari KUBU Tapan

Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;

e
—

* 1. Undang - Undang Nemor 12 Tghun 1956 tentang




Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomoer 25 jis Undang-Undang Drt.
Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun
1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1643)

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tshun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5387);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan
Negara Dan Stabilitas System Keuangan Untuk Penanpanan
Pandemic Corona Virus Discase 2019 (Covid-19) Dan Atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sitem Keuangan:

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun, 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor & Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara

| (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,

' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

| 7. Peraturan Menteri Dalam Negeii Republik Indonesia Momor




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Dessa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Dalam
Megeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja
Pemerintah Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
222 /PMK.07,/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik
Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah Tertinggal dan
Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana
Desa Tahun 2022;

Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang rincian
Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2022

Surat Edaran Menteri keuangan Nomor : 2/PK/2021 tentang
Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan
Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 Peraturan Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari:

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Nagari;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah
Nagari;




20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2020
MMmgﬁwﬁmhﬂH@lhnhmme1hﬁﬂgmimm
Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan
Permusyawaratan Nagari;

21. Peraturan Bupati Pesisir Sclatan Nomor 155 Tahun 2021
tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran

- 2022;

22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021
Tentang Tata Cara Pembagian Dan Fenetapan Bagi Hasil Pajak
Dacrah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagan Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dan Belanja Negara
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022;

24, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pembagian Dan Penctapan Alokasi Dana
Hngaﬂ?mgBﬁaumbeanﬁﬁnggaumDin
EmwﬂﬂmBﬂmhﬂuthMmmmHﬁﬁﬂwmmﬁmMI
Anggaran 2022:

235, Peraturan Bupati Nomor Bupati Pesisir Selatan Nomor 156
tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APB Nagari tahun
2022;

206. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Kubu
Tapan Tahun 2017 sampai dengan 2023;

27. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 2 Tahun 2020 tentang
ﬁmmmynMwMHMMﬁwm

28, Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomer 7 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (RKF) Nagari Kubu Tapan Tahun
2022;

MEMUTUSKAN:




: Mengeluarkan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Kubu
Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan

scbagai tindaklanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari

tentang Angearan Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun

Anggaran 2022 berdasarkan hasil Evaluasi scbagrimana
e i AReET el e T el e A
terhitung sejak diterimanya keputusan m.r

Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak
menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan
Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Nagari,
Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakulkan pembatalan
olech Bupati Pesisir Selatan.

Dokumen APB Nagari minimal berisikan; Cover, Kata Pengantar,
Eeputusan Ketua Bamus, Berita Acara Persctujuan Bersama
Notulen Rapat, Peraturan Nagari tentang AFB Nagari TA 2022,
Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran AFPB Nagari 2022,
Anggaran Kegiatan Masing-Masing Sumber Dana, SK Camat
tentang Hasil Evaluasi AFB Nagari, Photocopy Rekening Giro,
Photocopy NFWP.

Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak terhadap
pelaksanaan Perubahan APB Nagari yang telah dilakukan
Evaluasi. Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan
terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari,
Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk
menghindar terjadi permasalahan hokum di kemudian hari.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian har terdapat kekeliruan dalam evaluasi ind




akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
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2 Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;

Kepala Bagian Hukum dan HAM Seida Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Ketua BAMUS Nagari KUBU Tapan di KUBU Tapan
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